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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana akibat hukum suatu 
perkawinan yang sah menurut KUHPerdata dan 
Undang-undang Perkawinan dan bagaimana 
kekuasaan orang tua terhadap anak menurut 
KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan. 
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum 
suatu perkawinan yang sah menurut 
KUHPerdata dan Undang-undang Perkawinan 
adalah akibat hukum terhadap hubungan suami 
istri, akibat hukum terhadap harta benda dalam 
perkawinan dan akibat hukum terhadap anak 
dalam perkawinan. Akibat hukum terhadap 
hubungan suami istri di mana suami adalah 
kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 
tangga. Suami wajib melindungi istri. Suami istri 
memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan keluarga dan mempunyai 
kedudukan yang seimbang dalam rumah 
tangga. Akibat hukum terhadap harta benda 
dalam perkawinan, di mana harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama dan harta bawaan di bawah 
penguasaan masing-masing. Akibat hukum 
terhadap anak dalam perkawinan di mana 
orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anaknya sampai anak-anak sampai 
dewasa, kawin dan mandiri dan anak dewasa 
wajib memelihara orang tua. 2. Kekuasaan 
orang tua terhadap anak menurut KUHPerdata 
dan Undang-undang Perkawinan adalah 
kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, 
kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan 
anak dan kekuasaan orang tua sebagai 
kewajiban memelihara dan memberi bimbingan 
terhadap anak-anaknya yang belum cukup 
umur menurut kemampuannya. Kekuasaan 
orang tua terhadap pribadi anak berada kepada 
kedua orang tua sepanjang orang tua 
menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap 
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anak-anaknya dengan baik. Kekuasaan orang 
tua terhadap harta kekayaan anak yakni 
mengurus harta kekayaan anak sampai anak 
dewasa atau telah kawin. 
Kata kunci: Kajian Yuridis, Kekuasaan Orang 
Tua, Anak.  
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Sudah menjadi kodrat bahwa dua orang 
manusia dengan jenis kelamin yang berbeda 
yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, 
ada daya Tarik menarik satu samalain untuk 
hidup bersama dalam suatu perkawinan. 
Perkawinan adalah pertalian yang sah antara 
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 
waktu yang lama.3 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) dalam Pasal 26 tidak memperinci 
arti dari perkawinan itu, karena KUHPerdata 
memandang soal perkawinan hanya hubungan 
keperdataan. Pasal 26 KUHPerdata secara tegas 
menentukan bahwa undang-undang 
memandang soal perkawinan hanya dalam 
hubungannya dengan perdata. 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal, dapat 
diartikan bahwa perkawinan itu haruslah 
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh 
diputuskan begitu saja. Pemutusan karena 
sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan 
suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu 
pemutusan yang berbentuk perceraian hidup 
akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan 
lain tidak ditempuh lagi.4 

Antara suami dengan isteri oleh 
Undang-undang Perkawinan diberikan hak dan 
kedudukan yang seimbang baik dalam 
kehidupan rumah tangga maupun pergaulan 
hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak 
dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi 
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dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk 
membina dan menegakkan rumah tangga yang 
diharapkan akan menjadi dasar dari susunan 
masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga 
itu, diperlukan saling cinta mencintai, hormat 
menghormati, setia dan memberikan bantuan 
lahir bathin. Suatu rumah tangga yang dibina 
haruslah ditentukan secara bersama. 

Suatu perkawinan menghendaki kehadiran 
seorang anak. Karena anak dalam masyarakat 
merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini 
dapat dibuktikan dalam setiap upacara 
pernikahan, terdapat doa restu dan harapan 
semoga kedua insan atau kedua mempelai 
dikaruniai anak. 5   Dalam hukum adat 
hubungan orang tua dan anaknya sangat 
ditentukan oleh sistem kekerabatan yang 
dianut. Tidaklah penting bilamana anak 
dilahirkan setelah berlangsungnya perkawinan, 
untuk menentukan sah tidaknya seorang anak. 
Seorang anak yang lahir setelah putusnya 
perkawinan tetap mempunyai ayah bekas 
suami, bila anak tersebut dilahirkan dalam 
jangka waktu kehamilan.6 

Akibat-akibat hukum dari adanya hubungan 
orang tua dengan anaknya menurut hukum 
adat adalah:7 
1. Kewajiban orang tua untuk mengurus 

anak-anaknya. 
2. Pada perkawinan anak perempuan ayahnya 

menjadi wali. 
3. Larangan perkawinan antara anak dengan 

orang tuanya. 
Dengan terjadinya suatu perkawinan, maka 

timbullah hubungan hukum yang berupa hak 
dan kewajiban antara suami dan istri. Dengan 
lahirnya anak-anak dalam suatu perkawinan, 
maka terjadilah hubungan hukum antara orang 
tua dan anak-anak juga berupa hak dan 
kewajiban. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) 
mengatur bahwa kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam pasal ini berlaku sampai anak 
itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 
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mana berlaku terus meskipun perkawinan 
antara kedua orang tua putus. 

Kekuasaan orang tua terhadap anak bukan 
hanya terbatas pada diri anak itu sendiri, tetapi 
juga terhadap harta benda dari anak itu. Sebab 
dapat saja seorang anak yang masih di bawah 
umur bahkan masih dalam kandungan sudah 
memperoleh harta benda misalnya adanya 
pewarisan atau karena adanya hibah untuknya, 
yang merupakan topik yang menarik untuk 
dibahas. Uraian ini telah mendorong penulis 
untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian 
Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak 
Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana akibat hukum suatu perkawinan 

yang sah menurut KUHPerdata dan 
Undang-undang Perkawinan? 

2. Bagaimana kekuasaan orang tua terhadap 
anak menurut KUHPerdata dan 
Undang-undang Perkawinan? 
 

C. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif disebut 
juga penelitian hukum doktrinal. 8  Pada 
penelitian hukum normatif acapkali hukum 
diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan (law in books) 
atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
norma yang merupakan patokan berperilaku 
manusia yang dianggap pantas. 9  Untuk 
menghimpun data digunakan metode 
penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
dengan mempelajari kepustakaan hukum yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan, 
himpunan peraturan perundang-undangan, 
artikel-artikel hukum dan berbagai sumber 
tertulis lainnya. 
  
PEMBAHASAN 
A. Akibat Hukum Suatu Perkawinan 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat 
penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi 
ini adalah melegalkan hubungan antara seorang 
laki-laki dengan seorang wanita. Esensinya 
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perkawinan sebagai lembaga hukum, baik 
karena apa yang ada di dalamnya, maupun 
karena apa yang terdapat di dalamnya.1  

Perkawinan merupakan suatu perbuatan 
hukum yang sudah tentu akan menimbulkan 
akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan, 
dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu 
sebagai berikut :2 
a. Akibat hukum yang timbul dari hubungan 
suami istri itu sendiri. 
b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan 
terhadap harta benda mereka. 
c. Akibat yang timbul dari perkawinan 

mengenai kekuasaan orang tua terhadap 
anaknya. 

Akibat yang timbul dari hubungan suami istri 
ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 
34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. Hak dan kewajiban itu secara singkat 
dapat dirinci sebagai berikut :3 

1. Suami wajib melindungi istri. 
2. Suami adalah kepala keluarga, istri 

adalah ibu rumah tangga. 
3. Suami memikul kewajiban yang luhur 

untuk menegakkan keluarga yang 
menjadi sendi dasar susunan masyarakat. 

4. Suami istri wajib saling mencintai, 
hormat menghormati dan memberi 
bantuan bantuan lahir batin satu dengan 
yang lain. 

5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang 
dalam kehidupan rumah tangga dan 
dalam hidup bermasyarakat. 

6. Istri berkewajiban mengatur rumah 
tangga dengan sebaik-baiknya. 

7. Suami istri harus mempunyai tempat 
kediaman yang tetap atas dasar 
persetujuan suami. 

 
Akibat perkawinan terhadap harta benda, 

diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 
1974. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua 
bagian, yaitu terhadap :  
1. Harta bawaan, yaitu harta benda yang 

diperoleh kedua belah pihak sebelum 
perkawinan dilangsungkan, baik harta 
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benda tersebut diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan 
dilakukan oleh masing-masing pihak 
sepanjang para pihak tidak menentukan 
lain. 

2. Harta bersama, yaitu harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan. Terhadap 
harta benda bersama ini, baik suami 
maupun istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak. 

Akibat yang timbul mengenai hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anak-anak 
mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk 
memelihara, mendidik, dan menanggung segala 
biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya 
anak wajib menghormati orang tua dan 
menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib 
memelihara mereka dan keluarga dalam garis 
keturunan lurus ke atas menurut 
kemampuannya, apabila mereka itu 
memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban 
orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat 
dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai 
dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974. 

Dengan adanya perkawinan akan 
menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, 
harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan 
dalam perkawinan. Akibat perkawinan 
terhadap suami istri, antara lain :4 

1. Suami istri memikul tanggung jawab 
yang luhur untuk menegakan rumah 
tangga berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa (Pasal 30 Undang-undang 
Perkawinan). 

2. Hak dan kedudukan istri adalah 
seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga 
dan dalam pergaulan hidup bersama 
dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (l) 
Undang-undang Perkawinan). 

3. Masing-masing pihak berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum Pasal 3 
(ayat 2) Undang-undang Perkawinan. 

4. Suami adalah kepala keluarga dan istri 
sebagai ibu rumah tangga. 

5. Suami istri menentukan tempat 
kediaman mereka. 
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6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, 
hormat menghormati, saling setia. 

7. Suami wajib melindungi istrinya dan 
memberikan segala sesuatu sesuai 
dengan kemampuannya. 

8. Istri wajib mengatur urusan rumah 
tangga dengan sebaik-baiknya. 

 
Akibat hukum suatu perkawinan terhadap 

harta kekayaan dalam perkawinan antara lain :5  
1. Timbul harta bawaan dan harta bersama. 
2. Suami atau istri masing-masing 

mempunyai hak sepenuhnya terhadap 
harta bawaan untuk melakukan 
perbuatan hokum apapun. 

3. Suami atau istri harus selalu ada 
persetujuan untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 
dan 36 Undang-undang Perkawinan). 

Akibat hukum suatu perkawinan terhdap 
anak, antara lain :6 

1. Kedudukan anak. 
a. Anak yang dilahirkan dalam 
perkawinan adalah anak yang sah. 
b. Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan 
ibunya dan kerabat ibunya saja. 

2. Hak dan kewajiban antara orang tua 
dan anak. 

a. Kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik 
anak-anaknya sampai anak-anak 
tersebut kawin dan dapat berdiri 
sendiri (Pasal 45 Undang-undang 
Perkawinan) 

b. Anak wajib menghormati orang 
tua dan mentaati kehendaknya 
yang baik. 

c. Anak yang dewasa wajib 
memelihara orang tua dan 
keluarga dalam garis keturunan 
ke atas sesuai kemampuannya, 
apabila memerlukan bantuan 
anaknya (Pasal 46 
Undang-undang Perkawinan), 

3. Kekuasaan orang tua 
a. Anak yang belum berumur 18 

tahun atau belum pernah kawin 
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ada di bawah kekuasaan orang 
tua. 

b. Orang tua dapat mewakili segala 
perbuatan hukum baik di dalam 
maupun di luar pengadilan.  

c. Orang tua dapat mewakili segala 
perbuatan hukum baik di dalam 
maupun di luar pengadilan. 

d. Orang tua tidak boleh 
memindahkan hak atau 
menggadaikan barang-barang 
tetap yang dimiliki anaknya yang 
belum berumur 18 tahun atau 
belum pernah kawin. 

e. Kekuasaan orang tua bisa dicabut 
oleh pengadilan apabila: 
1) Ia sangat melalaikan 

kewajibannya terhadap anak  
2) Ia berkelakuan buruk sekali. 

f. Meskipun orang tua dicabut 
kekuasaannya, tetap 
berkewajiban untuk memberi 
biaya pemeliharaan kepada 
anaknya. 

  
B. Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak 

Menurut KUHPerdata dan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 
Kekuasaan orang tua diatur dalam 

KUHPerdata (BW) Buku I Titel XIV Pasal 
298-329, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 Pasal 45 – Pasal 49.21 Dalam Bab XIV KUH 
Perdata pada dasarnya dibagi dalam tiga 
bagian, yaitu :  
1. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak 

(Pasal 298-306) 
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta 

kekayaan anak (Pasal 307 – 319) 
3. Hubungan orang tua dengan anak tanpa 

memandang umur anak dan tidak terbatas 
pada orang tua itu saja, tetapi juga nenek 
dari pihak ibu (Pasal 320-329). 

Menurut Pasal 299 KUHPerdata menyatakan 
bahwa kekuasaan orang tua pada hakikatnya 
adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan 
ibu selama mereka itu terikat dalam 
perkawinan terhadap anak-anaknya yang 
belum dewasa. Dari ketentuan Pasal 299 
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KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan tiga 
asas kekuasaan orang tua :22 

1) Kekuasaan orang tua berada pada kedua 
orang tua dan tidak hanya pada ayah 
saja. 

2) Kekuasaan orang tua hanya ada 
sepanjang perkawinan masih 
berlangsung dan jika perkawinan itu 
bubar, maka kekuasaan orang tua itu pun 
berakhir; 

3) Kekuasaan orang tua hanya ada 
sepanjang orang tua menjalankan 
kewajiban terhadap anak-anaknya 
dengan baik. 

Dalam kondisi normal, kekuasaan orang tua 
dipegang oleh ayah sendiri. Hal ini berarti 
bahwa ayah adalah pihak sendiri yang 
berwenang menentukan pemeliharaan, 
pendidikan dan agama yang harus ia berikan 
dan sebagainya. Namun demikian tidak 
menutup kemungkinan bahwa ayah dan ibu 
berunding terlebih dahulu untuk memperoleh 
kesepakatan, walaupun pada akhirnya ayahlah 
yang harus memutuskan seandainya tidak ada 
persesuaian pendapat. Dari segi hukum 
berunding ayah dan ibu perlu diadakan oleh 
karena terdapat kekhawatiran jika tidak ada 
persesuaian pendapat pada akhirnya hakim 
harus turut campur.24 Apabila terjadi pisah 
meja atau pisah ranjang antara ayah dan ibu, 
maka menurut Pasal 246 KUHPerdata hakim 
sesuai dengan tugas dan kewajibannya akan 
memuruskan siapakah dari kedua-nya yang 
akan menjalankan kekuasaan orang tua. 

Akibat kekuasaan orang tua terhadap 
pribadi anak. Menurut Pasal 298 Ayat 1 
KUHPerdata jo Pasal 46 ayat 1 UU No. 1 Tahun 
1974, bahwa setiap anak wajib hormat dan 
patuh kepada orang tuanya. Ketentuan ini lebih 
merupakan norma kesusilaan daripada norma 
hukum. Meskipun demikian, pelanggaran 
terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak 
yang masih minderjaring atau belum dewasa 
dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu 
yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk 
mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap 
si anak. Kewajiban anak tersebut tidak hanya 
berlaku pada anak-anak sah, tetapi juga pada 
anak di luar kawin dan berapapun umurnya di 

                                                           
22

 Ibid, hlm. 201. 
24

 Loc-cit. 

dalam kewajibannya terhadap orang tua yang 
mengakuinya.25 

Sebaliknya orang tua wajib memelihara dan 
memberi bimbingan anak-anaknya yang belum 
cukup umur sesuai dengan kemampuannya 
masing-masing (Pasal 45 Ayat 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). 
Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan 
orang tua, dan bukan sebagai akibat dari 
kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut 
disebabkan oleh adanya hubungan antara 
orang tua dengan anak yang tercipta karena 
keturunan.26  

Kewajiban yang dibebankan kepada orang 
tua tersebut berupa wajib nafkah (kewajiban 
alimentasi) yaitu kewajiban untuk memelihara 
dan mendidik anak-anaknya yang belum cukup 
umur (Pasal 298 Ayat 2 KUHPerdata). Hal 
berarti bahwa, setiap anak yang belum dewasa, 
yaitu (1) bagi mereka yang berusia kurang dari 
21 tahun; dan (2) belum kawin. Kepada mereka 
ini dianggap tidak cakap bertindak 
(handelingson-bekwaam) dalam lalu lintas 
hukum oleh undang-undang. Sehingga 
kepadanya belum dapat mengadakan 
persetujuan-persetujuam maka itu orang tualah 
yang wajib menyelenggarakan segala 
kebutuhannya.27 

Bagi anak yang belum mencapai 21 tahun, 
hukum menjamin kepada mereka untuk dapat 
mengajukan permintaan pernyataan dewasa 
(Pasal 419 KUHPerdata). Pernyataan dewasa 
atau perlunakan tersebut dapat dilakukan 
melalui dua cara :28 

1. Pernyataan dewasa yang diberikan oleh 
Presiden (Pasal 420 KUH Perdata). 
Pernyataan ini diberikan jika orang yang 
bersangkutan telah genap berumur 20 
tahun. Dengan pernyataan dewasa ini 
mereka memiliki kedudukan yang 
dipersamakan dengan orang dewasa, 
kecuali dalam hal perkawinan yang masih 
memerlukan ijin dari mereka yang 
berkepentingan.  

2. Pemberian hak-hak kedewasaan tertentu 
oleh Pengadilan (Pasal 426 KUHPerdata). 
Pernyataan ini diberikan jika orang yang 
bersangkutan telah genap berumur 18 

                                                           
25

 Soetojo Prawiromihardjojo, Op-cit, hlm. 202. 
26

 Titik Triwulan Tutik, Op-cit, hlm. 81. 
27

 Loc-cit. 
28

 Ibid, hlm. 81-82. 
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tahun, dan harus ada persetujuan orang 
tua. Dalam kasus ini merupakan suatu 
perlunakan terbatas, yaitu pengadilan 
harus secara tegas menyebutkan hak-hak 
apa yang diberikan kepada mereka. 

Sebagai bentuk hubungan timbal balik, maka 
bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara 
orang tuanya dan keluarganya menurut garis 
lurus ke atas dalam keadaan tidak mampu 
(Pasal 299 KUHPerdata jo Pasal 47 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). 
Kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan 
anak diatur dalam Pasal 307-318 KUHPerdata 
sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 diatur dalam Pasal 48. 
Kekuasaan orang terhadap harta kekayaan anak 
meliputi :29  
1. Mengurus harta kekayaan si anak (Pasal 

307 BW). 
2. Bertanggung jawab atas harta kekayaan 

dan hasilnya, apabila diperbolehkan (Pasal 
308 BW). 

3. Tidak memindah tangankan harta kekayaan 
si anak tanpa ijin si anak atau pengadilan 
(Pasal 309 BW jo. Pasal 48 UUP). 

Kekuasaan orang tua ini berlaku selama 
ayah dan ibunya masih hidup dalam 
perkawinan; mereka mempunyai hak 
menikmati hasil harta benda anak-anaknya. 
Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila :  

1. Anak tesebut telah dewasa (sudah 21 
tahun) atau telah kawin sebelum 
mencapai usia dewasa (umur 18 tahun). 

2. Perkawinan orang tuanya putus 
(kematian, perceraian, dan karena 
putusan pengadilan). 

3. Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, 
karena :  
(a) Pendidikannya/berkelakuan buruk 

sekali. 
(b) Telah mendapat hukuman yang telah 

menjadi tetap. 
(c) Telah menyalahgunakan 

kekuasaannya orang tua atau terlalu 
mengabaikan kewajibannya 
memelihara atau mendidik anaknya. 

4. Pembebasan dari kekuasaan orang tua, 
misalnya kelakuan si anak luar biasa 
nakalnya hingga orang tuanya tidak 
berdaya lagi. 

                                                           
29

 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum 
Perdata, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 54. 

Bagi seorang ayah atau ibu, menurut 
undang-undang tidak terdapat perkecualian 
untuk menjalankan kekuasaan orang tua di 
dalam mewakili anaknya dalam segala tindakan 
perdata. Hal ini berarti bahwa perwakilan orang 
tua tidak saja menyangkut pribadi anak, akan 
tetapi juga meliputi harta kekayaan anak. Apa-
bila anak memiliki harta kekayaan sendiri, maka 
kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan 
kekuasaan orang tua tersebut, kecuali jika 
mereka telah pisah meja dan tempat tidur, dan 
telah diputuskan oleh hakim atas permohonan 
atau atas kata sepakat suami istri (Pasal 236 
KUH Perdata). 

Ada kemungkinan bahwa anak memiliki 
barang-barang lain yang tidak diurus oleh ayah 
dan ibunya yang menjalankan kekuasaan orang 
tua terhadapnya, tetapi oleh seorang atau lebih 
pengurus yang ditunjuk oleh pemberi hadiah 
atau pewaris Pasal 307 Ayat 2 KUH Perdata]. 
Barang tersebut biasanya berasal dari hadiah 
(schenking), legaat atau warisan dengan 
testament. 

Menurut ketentuan Pasal 307 Ayat 3 
KUHPerdata, menyatakan bahwa pengurusan 
barang-barang kekayaan anak yang berasal dari 
hadiah, legaat atau warisan dengan testament 
akan berpindah kepada orang yang 
menjalankan kekuasaan orang tua bila 
kepengurusan karena alasan apapun hapus, 
yaitu    karena :30 
1. Orang yang ditunjuk sebagai pengurus 

meninggal dunia. 
2. Mengundurkan diri tanpa menunjuk orang 

lain sebagai penggantinya. 
Bentuk hubungan timbal balik dari 

kewajiban ayah dan ibu yang memegang 
kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang 
telah dewasa wajib memelihara orang tuanya 
dan keluarganya menurut garis lurus ke atas 
dalam keadaan tidak mampu (Pasal 321 
KUHPerdata jo. Pasal 47 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974). 

Ketentuan memelihara orang tuanya dan 
keluarganya menurut garis lurus ke atas 
tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak 
menantu laki-laki atau perempuan (Pasal 322 
KUHPerdata), ataupun anak-anak luar kawin 
dan diakui menurut undang-undang (Pasal 328 
KUHPerdata) sebatas kemampuan. 

                                                           
30
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Kewajiban memelihara orang tuanya dan 
keluarganya menurut garis lurus ke atas bagi 
anak-anak menantu laki-laki atau perempuan 
akan berakhir apabila : 
1. Si ibu mertua menyeburkan diri untuk 

kedua kalinya dalam perkawinan. 
2. Si suami atau si istri yang mengakibatkan 

adanya pertalian keluarga semenda dan 
anak-anak yang berasal dari perkawinannya 
dengan istri atau suaminya, telah 
meninggal dunia. 

Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini 
merupakan bagian dari hubungan orang tua 
dan anak. Hubungan orang tua dengan anaknya 
meliputi hal/kekuasaan dan kewajiban orang 
tua terhadap diri si anak, hak dan kekuasaan 
dan kewajiban orang tua terhadap harta benda 
si anak dan hak dan kewajiban anak terhadap 
orang tuanya. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Akibat hukum suatu perkawinan yang sah 

menurut KUHPerdata dan Undang-undang 
Perkawinan adalah akibat hukum terhadap 
hubungan suami istri, akibat hukum 
terhadap harta benda dalam perkawinan 
dan akibat hukum terhadap anak dalam 
perkawinan. Akibat hukum terhadap 
hubungan suami istri di mana suami adalah 
kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah 
tangga. Suami wajib melindungi istri. Suami 
istri memikul kewajiban yang luhur untuk 
menegakkan keluarga dan mempunyai 
kedudukan yang seimbang dalam rumah 
tangga. Akibat hukum terhadap harta 
benda dalam perkawinan, di mana harta 
benda yang diperoleh selama perkawinan 
menjadi harta bersama dan harta bawaan 
di bawah penguasaan masing-masing. 
Akibat hukum terhadap anak dalam 
perkawinan di mana orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anaknya 
sampai anak-anak sampai dewasa, kawin 
dan mandiri dan anak dewasa wajib 
memelihara orang tua. 

2. Kekuasaan orang tua terhadap anak 
menurut KUHPerdata dan Undang-undang 
Perkawinan adalah kekuasaan orang tua 
terhadap pribadi anak, kekuasaan orang tua 
terhadap harta kekayaan anak dan 
kekuasaan orang tua sebagai kewajiban 

memelihara dan memberi bimbingan 
terhadap anak-anaknya yang belum cukup 
umur menurut kemampuannya. Kekuasaan 
orang tua terhadap pribadi anak berada 
kepada kedua orang tua sepanjang orang 
tua menjalankan kewajiban-kewajiban 
terhadap anak-anaknya dengan baik. 
Kekuasaan orang tua terhadap harta 
kekayaan anak yakni mengurus harta 
kekayaan anak sampai anak dewasa atau 
telah kawin. 
 

B. Saran 
1. Diharapkan suami istri yang terikat dalam 

suatu perkawinan yang sah agar saling 
menghargai, menghormati dan mencintai 
satu sama lain dan menjalankan tanggung 
jawab dengan baik dimana suami sebagai 
kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah 
tangga terus memikul tanggung jawab yang 
luhur untuk mempertahankan rumah 
tangga sampai akhir hayat. 

2. Diharapkan orang tua dalam menjalankan 
kekuasaannya terutama terhadap pribadi 
anak dan terhadap harta kekayaan anak 
melakukannya dengan baik dan tidak 
melanggar ketentuan atau 
perundang-undangan yang berlaku agar 
tidak kehilangan kekuasaannya terhadap 
anak-anaknya. 
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